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Abstrak 

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. 

Eksistensi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan. Masyarakat Adat Jawa di desa Kalidadi sesudah 

melakukan pernikahan terdapat tradisi lain yang dilaksanakan, yaitu 

tradisimbesan. Mbesan yaitu proses sesudah berlangsungnya  pernikahan, dengan 

cara dan aturan yang berlaku pada adat istiadat masyarakat adat Jawa di desa 

Kalidadi dan dalam Hukum Islam.Tradisi mbesan dilaksanakan dari keluarga 

pihak perempuan mendatangi keluarga pihak laki-laki dengan membawa 

bingkisan atau makanan ringan.Tujuan dari tradisi mbesan ini yaitu untuk 

mempererat tali silaturahim antara kedua belah pihak keluarga. 

Berdasarkan uraian diatas, terdapat rumusan masalah dalam skripsi ini 

yaitu bagaimana praktik  tradisi mbesandalam tradisi Adat Jawa di Desa Kalidadi 

dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi mbesan dalam Adat 

Jawa di Desa Kalidadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik 

tradisi mbesan danuntuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap tradisi 

mbesan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang data-datanya diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa 

informan yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis. Sumber data: Primer 

dikumpulkan melalui interview, maupun dokumentasi dan Sekunder dikumpulkan 

melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya 

ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tradisi mbesan ini dilaksanakan tiga hari atau satu minggu setelah 

walimatul ursy. Keluarga dari pihak mempelai perempuan datang ke kediaman 

keluarga mempelai laki-laki dengan membawa sejumlah makanan atau pun hasil 

pertanian.Tujuan dari adanya mbesan ini adalah untuk menyatukan dua keluarga, 

menjalin silaturahmi, dan mempererat persaudaraan. Secara hukum adat 

tradisimbesanini tidak bertentangan dengan norma adat yang berlaku. Pandangan 

Hukum Islam terhadap tradisi mbesandalam adat Jawa ini diperbolehkan, karena 

terkait dengan praktik, tujuan, hikmah, rukun dan syarat pernikahan dalam Islam 

sudah sesuai dengan peraturan dan tidak bertentangan dalam Islam. 

 

Kata Kunci:Adat Jawa,Hukum Islam, Tradisi Mbesan. 
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MOTTO 

                                

                  

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 

kamu dari seorang diri, dan dari padanyaAllah menciptakan isterinya; 

dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang  

dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu  

sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.  

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan  

mengawasi kamu” 

(Q.S. An-Nisa (4) : 1) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Penegasan Judul 

 Sebagai kerangka awal guna memudahkan pemahaman tentang judul 

skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka 

penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap 

Tradisi Mbesan Dalam Adat Jawa (Studi di Desa Kalidadi Kecamatan 

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)” 

Adapun istilah-istilah  yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut 

1. Hukum Islam 

 Hukum Islam adalah Hukum mengenai norma-norma agama Islam 

yang mengatur kehidupan manusia.
1
Hukum Islam menurut  Hasby Ash-

Shiddiqie, adalah koleksi daya upaya para ahli hukum (fuqoha) untuk 

menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.
2
 Hukum ulama' ushul 

adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah 

rasulnya tentang tingkah laku manusia muallaf yang diakui dan diyakini 

masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.
3
 

 

 

                                                             
1 Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2011),67. 
2Hasby Ash-Shiddiqi. Falsafah Hukum Islam(Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44. 
3Amir Syarifudin. Ushul Fiqh Jilid I. Cetakan Keenam (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu,  

1999),5. 
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2. Tradisi Mbesan 

 Tradisi Mbesan yaitu upaya untuk menyatukan kedua belah pihak 

keluarga  setelah terjadinya perkawinan ataupun walimatul ursy di 

kediaman mempelai perempuan yang sudah dilakukan secara turun 

temurun dari nenek moyang.
4
 

3. Adat Jawa 

 Adat Jawa  dalam hal ini yaitu adat Jawa pendatang dari Pulau 

Jawa. Suku Jawa mendiami daerah  Lampung yang membentang dari 

timur, selatan, hingga barat. Wilayah persebaran suku Jawa menyebar ke 

seluruh daerah yang ada di Lampung.
5
 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini 

adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Pandangan Hukum 

Islam Terhadap Tradisi Mbesan Dalam Adat Jawa (Studi di Desa Kalidadi 

Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah). 

B. Latar Belakang 

 Membangun keluarga menjadi titik yang sangat strategis didalam 

membangun kehidupan berbangsa. Perkawinan merupakan wasilah yang 

diperbolehkan ajaran islam untuk melestarikan keberadaan manusia dimuka 

bumi, dan sekaligus sebagai fitrah dan sunnah yang dicontohkan Rasulullah 

SAW. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, 

laki-laki dan perempuan.Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari 

                                                             
4
K.H Muhrodin, “Tokoh Agama di Desa Kalidadi”, Wawancara, Juni 20. 2021. 

5K.H Muhrodin, “Tokoh Agama di Desa Kalidadi”, Wawancara, Juni 20. 2021. 
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pasangan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari‟at menuju 

kekehidupan berumah tangga dalam sebuah ikatan perkawinan. 

 Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. 

Eksistensi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan.
6
 Islam mensyari‟atkan perkawinan tidaklah 

semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi 

perkawinan merupakan sunnah Rasulullah  Saw, dan media yang paling cocok 

antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis 

manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.
7
Sedangkan  menurut  

hukum  Islam  perkawinan  adalah  suatu  akad  atau  perikatan  untuk  

menghalalkan  hubungan  kelamin  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  

rangka  mewujudkan  kebahagiaan  hidup  keluarga  yang  diliputi  rasa  cinta 

dan kasih sayang  dengan  cara  yang  diridhai  Allah.
8
Perkawinan adalah 

suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan 

muhrim sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang 

bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa 

perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti jual beli, sewa 

menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (mitsaqan 

galizan), dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami isteri atau 

menjadi pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah SWT.
9
 

                                                             
6Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional(Jakarta:Kencana, 

2010), 99. 
7Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 53. 
8Ahmad  Azhar Basyir. Hukum Perkawinan Islam(Yogyakarta:UII Pres Yogyakarta) 
9Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), 40. 
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 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.” Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tersebut selanjutnya 

menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
10

Anwar Haryono  dalam 

bukunya Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu 

perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk 

membentuk keluarga bahagia.  

 Menurut hukum adat perkawinan itu bersangkut paut dengan urusan 

famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan 

seperti pada masyarakat barat yang modern yang menganggap perkawinan 

hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.
11

Islam juga menjelaskan 

aturan-aturan perkawinan namun aturan perkawinan dalam masyarakat tidak 

terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat tersebut 

berada, tetapi yang lebih dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan 

budaya yang berlaku pada tempat masyarakat itu tinggal.Islam menetapkan 

suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan. Hal tersebut sesuai 

dengan Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi: 

                                                             
10Ridhwan Indra, Hukum Perkawinan Di Indonesia ,(Jakarta: CV Haji Masagung, 1994),1. 
11Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat,(Bandung: Alumni, 1977),  23..  
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                     

         :(12)الروم  

 “dandi antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum : 21) 

 Ayat tersebut menggambarkan wujudnya rumah tangga yang dianjurkan 

oleh ajaran islam yang harus diusahakan dan dicapai oleh setiap orang yang 

berumah tangga sehingga dia betul-betul merupakan tempat peristrirahatan 

yang nyaman  dan penuh kedamaian bagi seluruh anggota keluarga yang 

ada.
12

Tradisi mbesan sudah ada di dalam adat Jawa masyarakat desa kalidadi 

yang dilakukan secara turun-temurun.Tradisi mbesan ini dilakukan setelah 

walimatul ursy (pesta perkawinan) di kediaman mempelai perempuan.Selang 

satu atau dua minggu ketika mempelai perempuan sudah tinggal satu atap 

dengan suami beserta mertua nya, maka orang tua beserta keluarga inti dari 

pihak perempuan mendatangi besan mereka (mertua dari anak perempuan 

mereka). 

 Tidak hanya itu, orang tua perempuan membawa sejumlah makanan baik 

berupa makanan yang berbentuk nasi, lauk pauk, buah-buahan maupun hasil 

dari panen di kebun mereka. 

                                                             
12Sidi Nazar Bakry, Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)(Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya)  
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 Masyarakat Desa Kalidadi merupakan sebuah desa yang teletak 

diKecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari berbagai 

suku dan agama yang sebagian besar masyarakatnya bersuku Jawa. 

 Tujuan dari tradisi mbesan ini adalah untuk menyerahkan secara resmi 

anak perempuan mereka kepada orang tua pihak laki-laki (besan) agar 

diterima dengan baik.Tradisi mbesan ini hukumnya mendekati wajib bagi 

setiap masyarakat adat Jawa yang tinggal di desa Kalidadi, dikarenakan hal 

tersebut sudah berlangsung sekitar setengah abad bahkan lebih dan sudah 

dilakukan secara turun-temurun.Selain hal tersebut, tradisi mbesan ini tidak 

ada dalam Hukum Islam. 

 Inilah alasan penulis memilih judul  penelitian berupaPandangan Hukum 

Islam terhadap Tradisi Mbesan dalam Adat Jawa (Studi di Desa Kalidadi 

Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah). 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah Penelitian 

 Untuk mempermudah kajian dalam penelitian ini maka, perlu adanya 

batasan masalah penelitian. Dengan adanya batasan masalah penelitian akan 

memberikan arah dalam mencapai tujuan penelitian yang di harapkan. Pada 

penelitian ini dibatasi kepada tradisi mbesan yang ada di Desa Kalidadi 

Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana praktik  tradisi mbesandalam tradisi Adat Jawa di Desa 

Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ? 

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi mbesan dalam Adat 

Jawa di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui praktik tradisi mbesan dalam  Adat Jawa di Desa 

Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Untuk mengetahui pandanganHukum Islam terhadap tradisi mbesan 

dalam Adat Jawa di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten 

Lampung Tengah. 

F. Manfaat Peneletian 

1. Secara teoritis, diharapkan hasil hasil penelitian ini berguna sebagai 

kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya analisis Hukum Islam terhadap tradisi mbesan dalam Adat Jawa 

yang terkait dengan Hukum Keluarga Islam, sehingga hal tersebut menarik 

untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas 

Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khusunya berkaitan dengan Hukum Islam. 

2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas 

Syariah di UIN Raden Intan Lampung. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Dalam tinjauan pustaka ini dideskripsikan secara singkat beberapa hasil 

penelitian yang berbentuk skripsi yang membahas tentang poligami di 

antaranya : 

 Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Aziz Yammani (2019) 

yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat 

Jawa Di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo”, untuk 

mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tradisi perkawinan adat jawa. 

Kesimpulam dari penelitian tersebut menyatakan bahwa tradisi perkawinan 

menggunakan adat jawa di dusun cikalan yang notabenenya lingkungan 

agamis merupakan tradisi yang diturunkan  dan diwariskan oleh pendahulu 

atau nenek moyang masyarakat setempat.
13

  Adapun persamaan penelitian 

yang dilakukan oleh Sofyan Aziz Yammani adalah membahas mengenai 

tradisi perkawinan adat Jawa. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan 

oleh Sofyan Aziz Yammani yaitu menjelaskan mengenai praktik perkawinan 

adat Jawa, sedangkan di penelitian ini hanya membahas praktik tradisimbesan. 

 Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Mukaromah (2016) yang 

berjudul “Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam”. 

Kesimpulam dari penelitian tersebut adalah alasan-alasan perkawinan adat 

jawa masih dipegang teguh oleh  masyarakat desa Ngrombo kecamatan 

Plupuh Kabupaten Sragen, yaitu pelaksanaan perkawinan adat merupakan 

suatu bentuk penghormtan kepada roh nenek moyang, menjaga budaya, 

                                                             
13

Sofyan Aziz Yammani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perkawinan di Dusun Cikalan 

Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo” (Skripsi,  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2019).  10. 
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mendatangkan ketentraman bagi kedua pengantin, keluarga dan masyarakat 

sekitar. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Mukaromah 

adalah membahas mengenai perkawinan dalam adat Jawa. Sedangkan 

perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Mukaromah  yaitu menjelaskan 

secara rinci tradisi perkawinan dalam adat Jawa, sedangkan di penelitian ini 

hanya membahas ruang lingkup tradisi mbesan dalam pandangan Hukum 

islam.
14

 

 Ketiga, skripsi yang ketiga adalah skripsi yang disusun oleh Zubas Arief 

Rahman Hakim dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek 

Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Terhadap Praktek 

Perhitungan Weton Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Yogyakarta)”, 

dalam skripsi ini pembahasannya tentang “petung” perhitungan weton secara 

hukum Islam, apa sebenarnya hakekat dari konsep dan praktek perhitungan 

weton itu dan bagaimana kacamata ilmiah melihat ada praktik perhitungan 

weton tersebut, skripsi tersebut sedikit mempunyai kesamaan denganskripsi 

yang penyusun tulis, di mana sama-sama melihat hukum adat jawa sebagai 

acuan untuk melangsungkan sebuah pernikahan, bagaimana pandangan 

Hukum Islam memandang hal tersebut.
15

 

 

 

                                                             
 14Siti Mukaromah, “Perkawinan Adat Jawa dalam Pemikiran Hukum Islam” ( Skripsi,  IAIN 
Salatiga , 2016). 12. 

 15Zubas Arief Rahman Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton 

Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Terhadap Praktek Perhitungan Weton Di Kelurahan Patihan Kecamatan 

Kraton Yogyakarta)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2007). 15.  
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Field Research  atau 

disebut juga dengan penelitian kancah yaitu penelitian terhadap suatu 

kancah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang 

bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu 

mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.
16

 

Penelitian lapangan ini adalah tentang analisis hukum islam terhadap 

tradisi mbesan dalam adat jawa sebagai tujuan untuk mewujudkan 

keluarga sakinahmaka penelitian ini dilakukan di Lokasi Desa 

Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analisis
17

yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna 

memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Pandangan 

Hukum Islam terhadap Tradisi Mbesan Dalam Adat Jawa pada Desa 

Kalidadi Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah. 

2. Sumber Data 

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

yang menjadi sumber data adalah: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan 

yang terdiri dari elemen masyarakat mengenai tradisi Mbesandalam 

                                                             
16Suharsimi Arikunto, ProsedurPenelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi Ke-4  

(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 56. 

 
17Cholid Narbuko, Abu Ahmad, Metodologi Penelitian(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44. 
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adat Jawa pada Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten 

Lampung Tengah. Sumber data primer dari penelitian ini adalah 

wawancara dengan masyarakat Desa Kalidadi. 

b. Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari 

sumber Al-qur‟an, Hadis, buku-buku dan literatur tentang perkawinan. 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi  

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian 

yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, 

gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data 

yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.
18

 Adapun 

yang mejadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di 

Desa Kalidadi khusus yang terlibat dalam tradisi mbesan yaitu 

berjumlah 21 pasang suami istri yang sudah melakukan pernikahan 

selama tahun 2020. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu 

penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan 

berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian 

tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian 

saja, yang biasa disebut dengan sampel. 

b. Sampel 

 Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya 

                                                             
18Margono S, Metodologi Penelitian Pendidikan(Jakarta: Rineka Cipta, 2004),118. 
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akan dapat diberlakukan untuk populasi.
19

 Penulis dalam menentukan 

sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 

pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu. 

Yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan 

kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah 8 pasang suami istri berdasarkan 

latar belakang pendidikannya, usia dari masing-masing pasangan, dan 

usia perkawinannya. Untuk memperkuat data primer maka penulis 

mewawancarai narasumber yaitu 2 Tokoh Agama di desa Kalidadi 

dan 3 tokoh adat di desa Kalidadi. 

4. Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Wawancara 

 Wawancara menurut Kartini Kartono adalah suatu percakapan 

yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, merupakan proses 

tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan langsung 

secara fisik, berbincang dan tanya jawab. 

 Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data 

dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang 

telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi 

                                                             
19Ibid, 81. 
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antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara 

bebas terpimpin ini pewancara telah membawa pedoman pertanyaan 

yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang tradisi mbesan dalam adat Jawa di Desa 

Kalidadi Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah. 

b. Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto Metode doumentasi adalah 

mencari data mengenai hal-hal atau veriabel yang berupa catatan, 

cetakan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, dan sebagainya. 

Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan 

pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari 

wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. 

5. Metode Analisa Data 

Metode yang digunakan  adalah metode kualitatif yaitu metode 

menghasilkan data deskriptif  yaitu menggunakan studi kasus merupakan 

suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam 

dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian 

pada suatu kasus secara intensif dan rinci.
20

 

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu 

metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau 

peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik 

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. 

                                                             
20Noeng Muhadjir, Metodologi Peneltian Kualitatif,(Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 38. 
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Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian  

mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan 

penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan 

metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari 

pembahasan skripsi ini. 

6. Sistematika Pembahasan 

 Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, 

penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut: 

 Bab pertama, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil 

penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari 

produk masalah. Bab ini meliputi: penegasan judul penelitian, yaitu kata-kata 

yang menjadi inti judul penelitian diuraikan dan dijelaskan agar mudah 

dipahami. Selanjutnya alasan memilih judul, yaitu terdiri dari alasan objektif 

dan subjektif, selanjutnya latar belakang masalah merupakan sekilas uraian 

tentang mbesan dalam adat Jawa di desa kalidadi,  alasan-alasan dilakukannya 

mbesan, kemudian fokus penelitian, yaitu pada pandangan hukum islam 

tentang tradisi mbesan dalam adat jawa. Dilanjtkan dengan rumusan masalah 

sebagai penegasan inti permasalahan penelitian yang dicari jawabannya. 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka 

diperlukan tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang diharapkan dalam 

penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang uraian 

hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan 

topik penelitian, tujuannya adalah untuk mengetahui batas akhir penelitian 



 15 

yang sudah ada, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum 

dikaji oleh orang lain sehingga berbeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Serta metode penelitian merupakan langkah-langkah yang 

digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan 

apa yang menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai 

proyek gambaran awal alur penelitian. 

 Bab kedua, menjelaskan tentang pengertian perkawinan dalam hukum 

islam, hukum Perkawinan dalam islam, tujuan dan hikmah perkawinan, rukun 

dan syarat perkawinan dalam islam, urf dalam hukum islam, pengertian urf 

dalam hukum islam, dan pembagian urf menurut para ulama fikih. 

 Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran profil desa Kalidadi 

Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dimulai dengan 

menguraikan sejarah berdirinya,kondisi demografi, keadaan geografis, kondisi 

ekonomi, iklim, jumlah penduduk dan menguraikan data perkawinan di desa 

Kalidadi kecamatan kalirejo kabupaten Lampung Tengah. Hal diatas 

dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis di bab 

selanjutnya. 

 Bab keempat, merupakan analisis penelitian penulis mengenai praktik 

mbesan yang dilaksanakan di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten 

Lampung Tengah. Serta pandangan hukum islam tentang tradisi mbesan 

dalam adat Jawa.  
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 Dengan analisis data tersebut diharapkan penulis dapat mendapatkan 

jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulannya. 

 Bab kelima, yaitu berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran 

yang membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran 

yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Perkawinan Dalam Islam 

1. Pengertian Perkawinan 

 Perkawinan atau pernikahan dalam literature Fiqh berbahasa Arab 

disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) atau zawaj (زواج). Kedua kata 

ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak 

terdapat dalam Al-Qur‟an dan hadis nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat 

dalam Al-Qur‟an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa ayat 3 : 

                 

                  الن(
 (3سا ء: 

  “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak 

yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, 

dua, tiga atau empat orang , dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, 

cukup satu orang” (Q.S. An-Nisa : 3) 

 Negara-negara muslim waktu merumuskan Undang-undang 

perkawinannya melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal 

yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. Undang-undang 

perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan : 

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”.
21

 

                                                             
 21Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 
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 Disamping definisi yang diberikan Undang-undang No.1 tahun 

1974 di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi 

lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat 

menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: 

“Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 

kuat atau miitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”. 

 Pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan 

ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, 

berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, 

sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah diterapkan oleh 

Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.
22

 

 Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-

ayat sebagai berikut: 

Pertama,Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-

pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzaariyat (51) ayat 

49: 

            : (94)الذريت 
 “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya 

kamu mengingat akan kebesaran Allah”(Q.S Adz-Dzaariyat : 51) 

Kedua,Secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam 

surat an-Najm 45: 

                                                             
 22Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia(Jakarta :Kencana Prenadamedia Group, 

2006),38.  
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         : (94) النجم 
 “Dan dia-lah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan 

perempuan”.(Q.S. An-Najm : 45) 

Ketiga, Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling 

melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini 

disebutkan Allah dalam surat an-Nisa ayat 1: 

                   

                      

   : (2) النسا ء 
 “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan mu yang telah 

menciptakan kamu dari satu diri; dan daripadanya Allah menciptakan 

istrinya dan daripada keduanya Allah memperkebangbiakkan laki-laki 

dan perempuan yang banyak”.(Q.S. An-Nisa : 1) 

Keempat: Perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau 

tanda-tanda kebesaran Allah dalam surat ar-Rum ayat 21: 

                     

          : (12)الروم 
 “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan 

untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tentram kepadanya dan dijadikan Nya di antara kamu rasa kasih 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui” (Q.S. Ar-Rum : 21) 

 Perkawinan juga bisa diartikan ikatan lahir dan batin antara 

seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah 
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tangga sebagai suami-isteri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah 

ditentukan oleh syariat Islam.
23

 

2. Hukum Perkawinan dalam Islam 

 Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Nabi. 

Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur‟an untuk melaksanakan 

perkawinan. Di antaranya firmanNya dalam surat an-Nur ayat 32: 

                     

       : (31)النور 

 “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu 

dan orang-orang yang layak di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-

laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin 

Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia Nya” 

(Q.S An-Nur : 32) 

 Menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan 

pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum 

perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama 

ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur‟an dan suruhan 

Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan 

dalam Al-Qur‟an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak 

wajibnya perkawinan itu tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur‟an atau 

sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang 

menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: “siapa 

yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku” 

namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.  

                                                             
 23 M. Afnan Chafidh dan A. Ma‟ruf Asrori, Tradisi Islami Panduan Prosesi KelahiranPerkawinan-

Kematian (Surabaya: Khalista, 2006),   88.  
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 Golongan ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama itu 

adalah golongan Zhahiriyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi 

orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan 

adalah wajib atau fardhu.
24

 Dasar dari pendapat ulama Zhahiriyah ini 

adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan 

perkawinan. Perintah atau al-amr itu adalah untuk wajib selama tidak 

ditemukan dalil yang jelas yang memalingkannya dari hukum asal itu. 

Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau kawin dalam 

beberapa hadis menguatkan pendapat golongan ini. 

 Hukum asal menurut dua golongan ulama tersebut di atas berlaku 

secara umum dengan tidak memerhatikan keadaan tertentu dan orang 

tertentu. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dalam 

perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula 

kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda 

pula, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu itu 

berbeda-beda. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan 

orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. Ulama Syafi‟iyah secara 

rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-

orang tertentu, sebagai berikut: 

a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah 

pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk 

melangsungkan perkawinan. 

                                                             
 24Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 17. 
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b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum 

berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan 

juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk 

perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, 

berpenyakitan tetap, tua Bangka, dan kekurangan fisik lainya. 

 Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi 

keadaan dan orang tertentu sebagai berikut: 

a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan 

untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan 

terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin. 

b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan 

namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu. 

 Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk 

keadaan dan orang tertentu sebagai berikut : 

a. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan 

syara‟ untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak 

akan mencapai tujuan syara‟ , sedangkan ia meyakini perkawinan itu 

akan merusak kehidupan pasangannya. 

b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan 

untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan 

kemudaratan apa-apa kepada siapa pun. 

 Terlepas dari pendapat imam-imam mahzab, berdasarkan nash-

nash baik Al-Qur‟an maupun As-sunnah , islam sangat menganjurkan 
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kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. 

Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang 

melaksanakannya, maka melakukan perkawinan dapat dikenakan 

hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.
25

 

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 

 Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi 

petujuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan 

bahagia.
26

 Dan tujuan perkawinan tidak hanya sekedar pada batas 

pemenuhan nafsu biologis, tetapi miliki tujuan-tujuan penting yang 

berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.
27

 Perkawinan merupakan 

tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW yaitu dalam penataan hal 

ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.
28

 Faedah terbesar 

dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang 

bersifat lemah dan kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan 

sebagai sesok pemuas hawa nafsu kaum lakilaki untuk itu perkawinan 

merupakan pranata yang menyebabkan wanita dilindungi oleh suaminya. 

Manusia diciptakan Allah SWT di dunia memiliki naluri manusiawi yang 

harus mendapat pemenuhan.
29

 Ada beberapa tujuan dari disyariatkannnya 

perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah: 

                                                             
 25Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1983),5.  
 26Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta : Bumi Aksara, 2002),75.  

 27Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat (Jakarta : Amzah, 2015), 30.  

 28H.M.A Tihami,Sohari,Sahrani,Fiqh Munakahat ( Depok : Rajawali Press, cet ke-3, 2013 ),15.  

 29Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 19. 
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a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi 

yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa ayat 

1: 

                   

                      

   : (2)النساء 
 “Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan mu yang 

menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-

istri;dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, 

laki-laki dan perempuan”.(Q.S. An-Nisa :1) 

 Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau 

garizah umat manusia bahkan juga garizah makhluk hidup yang 

diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia 

nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan 

hidupnya untuk meyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk member 

saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah 

melalui lembaga perkawinan. 

b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup 

dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihatdari firman Allah dalam surat ar-

Rum ayat 21 : 

                     

          : (12)الروم 
 “Diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan 

ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih 
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sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi 

tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum : 21) 

 Tujuan perkawinan menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya 

ulumuddin tentang faedah melakukan perkawinan, maka tujuan 

perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu: 

a. Melangsungkan perkawinan untuk  mendapatkan  anak  keturunan  

yang  sah  untuk  melanjutkan generasi yang akan datang. 

b. Memenuhi hajat hidup manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan 

menumpahkan kasih sayangnya. 

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan.  

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak 

dan kewajiban, serta bersungguhsungguh untuk mencari rezeki dalam 

memenuhi kebutuhan hidup yang halal. 

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang 

tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.
30

 

 Untuk mencapai tujuan suatu perkawinan orang Islam di Indonesia 

ada beberapa asas-asas hukum perkawinan diantaranya 

a. Asas Personalitas Keislaman Asas personalitas keislaman sesuai 

dengan UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang merumuskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk 

membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal 

                                                             
 30Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta : Bumi Aksara, cet ke-4, 2002),  27. 
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Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaan itu. Yang dimaksud 

kepercayaannya sesuai dengan naluri manusia mengikuti agama yang 

dianutnya dan Undang-Undang Dasar 1945.  

b. Asas Kesukarelaan Menurut Mohammad Daud Ali, kesukarelaan 

tidak hanya terdapat pada kedua calon mempelai melainkan 

kesukarelaan kedua orangtua masing-masing calon mempelai. 

Kesukarelaan wali merupakan unsur penting sesuai Pasal 14 

Kompilasi Hukum Islam yang menentukan rukun nikah terdiri atas 

calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab 

kabul. 

c. Asas Persetujuan Hukum Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi 

manusia dalam hal perkawinan sejak awal Islam sekitar abad ke-7 

Masehi, dalam memilih pasangan perempuan muslimah diberikan 

kebebasan untuk memilih melalui pernyataan penerimaan atau tidak 

peminangan seorang laki-laki.
31

 Asas persetujuan ini dijabarkan 

menjadi beberapa asas diantaranya 

1) Asas Kebebasan Memilih Pasangan Asas kebebasan memilih 

merupakan rangkaian dari asas kesukarelaan dan asas persetujuan.  

                                                             
 31Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat(Jakarta : Sinar Grafika, 

2010), 100.  
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2) Asas Kemitraan Asas kemitraan dalam hukum Islam dapat dilihat 

dari subjek hukum atau seorang yang berakad nikah, yaitu suami 

dan calon istri, yang dilaksanakanm oleh wali nikah. Mengenai 

hal diakadkan, atau objek akad nikah ialah halalnya hubungan 

suami istri secara timbal balik dan segala hal yang muncul sebagai 

akibat perkawinan. Kedua hal tersebut merupakan kemitraan 

dalam keluarga demi terciptanya keluarga yang sakinah, 

mawaddah, warohmah yang diikat dengan sigah ijab dan Kabul. 

d. Asas Monogami Terbuka Pada dasarnya perkawinan menurut hukum 

Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami 

diperbolehkan melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang 

dan paling banyak empat orang istri, sebagaimana ditentukan dalam 

Firman Allah SWT :   

                 

                 

 : (3)النساء 

 “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu 

senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat 

berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang 

kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya” (Q.S. An-Nisa : 3) 
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e. Asas Untuk Selama-lamanya Tujuan perkawinan adalah untuk 

selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan sekedar 

bersenang-senang atau rekreasi semata.
32

 

 Undang Undang menjelaskan bahwasannya segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perkawinan disesuaikan dengan perkembangan dan 

tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan dalam undang-

undang terdiri dari 6 asas kaidah hukum, sebagai berikut : 

a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami dan isteri 

perlu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat 

mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan 

spiritual dan material. 

b. Asas keabsahan perkawinan di dasarkan pada hukum agama dan 

kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus di 

catat oleh petugas yang berwenang. 

c. Asas monogami terbuka artinya, jika suami tidak mampu berbuat adil 

terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup dengan satu 

orang isteri saja. Jika suami mengingikan isteri lebih dari satu harus 

memenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. 

d. Asas calon suami dan isteri telah matang jiwa raganya dapat 

melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan 

secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga 

tidak berfikir kepada perceraian.  

                                                             
 32Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 141. 
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e. Asas mempersulit terjadinya perceraian, dan perceraian hanya 

dilakukan di depan siding pengadilan. 

f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik 

dalam kehidupan rumah  tangga dan kehidupan masyarakat, untuk itu 

setiap permasalahan sebaiknya didiskusikan bersama antara suami dan 

isteri.
33

 

 Sedangkan hikmah dari perkawinan menurut Rahmat Hakim 

mengatakan bahwa pernikahan merupakan gerbang kehidupan yang wajar 

dan biasa dilalui oleh umumnya manusia.
34

 

a. Menyambung silaturahmi, karena dengan perkawinan dapat 

membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa 

cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan. 

b. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar, sesungguhnya naluri sex 

merupakan naluri terkuat dan keras dalam kehidupan yang selamanya 

menuntut adanya jalan keluar, jika jalan keluar tidak dapat 

memuaskan banyak sekali orang yang terjerumus pada lobang 

kehinaan.  

c. Menghindari diri dari perzinaan  

d. Estafeta amal manusia dan estetika kehidupan  

e. Mengisi dan menyemarakkan dunia  

f. Menjaga kemurnian nasab.   

4. Rukun dan Syarat Perkawinan 

                                                             
 33Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam(Jakarta : Bumi Aksara, 2002), 57. 

 34Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 109.  
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Pernikahan dapat dilangsungkan harus memenuhi rukun yang telah 

ditetapkan oleh kebanyakan ulama fiqh, yakni : 

a. Calon mempelai wanita 

b. Calon mempelai laki-laki 

c. Wali nikah dari mempelai wanita yang akan mengakadkan perkawinan 

d. Dua orang saksi 

e. Sighatijab kabul, ijab dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan 

oleh suami.
35

  

 Di dalam Buku Karya Abd Shomad yang berjudul Hukum Islam 

Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia mengatakan bahwa 

syarat perkawinan yaitu:
36

 

a. Syarat Mempelai laki-laki 

Syarat mempelai laki-laki yaitu: 

1)  Bukan mahram dari calon istri 

2)Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri. 

3) Orang nya tertentu atau jelas orangnya. 

4)Tidak sedang menjalankan Ihram Haji. 

b. Syarat mempelai wanita, yaitu: 

1) Tidak ada halangan hukum: 

2) Tidak bersuami 

3) Bukan mahram 

4) Tidak sedang dalam iddah 

                                                             
 35Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern(Bogor: Ghalia Indonesia, 2009),  61. 

 36Abd Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Jakarta: 

Kencana, cet. 1, 2010), 277. 
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 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), syarat calon suami dan istri 

sebagai berikut:
37

 

1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan 

hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur 

yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan 

calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon 

mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat 

izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 

2) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk 

persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas 

dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa 

diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. 

3) Sebelum berlangsunnya perkawinan, pegawai pencatat nikah 

menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan 

dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah 

seorang calon mempelai dapat dinyatakan dengan tulisan atau 

isyarat yang dapat dimengerti. 

4) Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan 

pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur 

dalam bab VI Pasal 71. 

                                                             
 37Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam(Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008),  80.  
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c. Syarat Wali, yaitu: 

Wali harus memenuhi syarat sebagai berikut:
38

 

1) Laki-laki 

2) Baligh 

3) Berakal  

4) Tidak dipaksa 

5) Tidak sedang ihram haji 

a) Kedudukan wali 

 Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas 

nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat 

perbedaan pendapat di kalangan ulama. Terhadap mempelai 

yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat 

dalam mendudukkannya sebagai rukun atau syarat dalam 

perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih 

kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh 

karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun 

terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda 

atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat 

itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang 

dapat dijadikan rujukan.
39

 Selain itu ada beberapa ayat al-

Qur‟an yang mengisyaratkan adanya wali : 

Surat Al-Baqarah ayat 232: 

                                                             
 38Abd Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Jakarta: 

Kencana, cet. 1, 2010), 278. 

 39Sohari Sahrani, Fikih Munakahat(Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010), 90. 
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               

                      

                البقرة (
 :131) 

  “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 

iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi 

mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah 

terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. 

Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di 

antara kamu kepada Allah dan hari kemudian.itu lebih baik 

bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah : 232) 

  Al-Baqarah ayat 221: 

                  

                   

                 

                    : (112)البقرة 
 

 “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang 

mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik 

hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik 

(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. 

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, 

walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, 

sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. 

dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) 

kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (Q.S. Al-

Baqarah :221) 

 

 

 

b) Jenis-jenis wali 
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Wali nikah terdiri dari: 

1) Wali nasab 

2) Wali hakim 

 Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam 

urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari 

kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan 

kekerabatan dengan calon mempelai wanita. 

 Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus 

keatas,yaitu Ayah, kakek, kakek dari pihak ayah dan 

seterusnya. 

 Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung 

atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki 

mereka. 

 Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara 

laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-

laki mereka.Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung 

kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-

laki mereka.
40

 

 Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah 

apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin 

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
41

 

                                                             
 40Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009),  84.  

 41Ibid, 86-87. 
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 Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, wali yang 

mendapat prioritas utama di antara wali-wali yang ada ialah 

ayah dari pengantin wanita, kemudian kalau tidak ada atau 

berhalangan barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudia 

saudara lelaki seayah-seibu atau seayah,kemudian anak 

saudara lelaki, barulah sesudah itu kerabat-kerabat terdekat 

(„ashabah) yang lain.
42

 

d. Syarat Saksi 

Syarat saksi yaitu sebagai berikut: 

1)  Laki-laki 

2) Baligh 

3)  Berakal 

4) Dapat mendengar dan melihat 

5) Tidak dipaksa 

6) Tidak sedang melaksanakan ihram 

7) Memahami apa yang digunakan untuk ijab kabul.
43

 

 Ketentuan saksi dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 

1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. 

Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. 

2) Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang 

tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli. 

                                                             
 42Ibarahim Muhammad al-Jamal, Fiqh Wanita (Semarang: Cv Asy-Syifa, 2003),  365. 

 43Abd Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Jakarta: 

Kencana, cet. 1, 2010), 278. 
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3) Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah 

serta menandatanganin akta nikah pada waktu dan di tempat akad 

nikah dilangsungkan.
44

 

e. Syarat Ijab Kabul 

 Adapun syarat ijab kabul, yaitu: 

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai 

3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata 

tersebut 

4) Antara ijab dan kabul bersambung 

5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya 

6) Orang yang terikat dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji 

atau umrah 

7) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang, 

yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai 

wanita dan dua orang saksi. 

 Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang akad nikah (ijab kabul) 

adalah sebagai berikut: 

1) Ijab dan kabul antara wali dengan calon mempelai pria harus jelas 

beruntun dan tidak berselang waktu. 

                                                             
 44Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009),  90.  
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2) Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah 

yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang 

lain.  

3) Yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria 

secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat 

diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria 

memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil 

atas akad nikah itu adalah mempelai pria. Dalam hal calon 

mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria 

diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.
45

 

B. Pengertian Silaturahim 

1. Hakikat Silaturahim 

 Silaturrahim berasal dari kata   صله yang artinya hubungan atau 

menghubungkan.Adapun kata ar-rahim atau ar-rahm  berasal katanya dari 

ar-rahmah (kasih sayang). Kata ini digunakan untuk menyebut rahim atau 

kerabat dengan adanya hubungan rahim  atau kekerabatan itu, orang-orang 

berkasih sayang.
46

 

 Selain bermakna kasih sayang, kata al-rahim juga mempunyai arti 

sebagai peranakan (rahim) atau kekerabatan yang masih ada pertalian 

darah (persaudaraan).Sehingga dengan begitu kata silaturahim dapat 

diartikan pula sebagai hubungan atau menghubungkan kekerabatan atau 

persaudaraan.Dari sini, silaturahim secara bahasa adalah menjalin 

                                                             
 45Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Akademika Pressindo, 2009), 84.  

 46 Muhammad Habibillah, Raih Berkah Harta Dengan Sedekah dan Silaturrahmi (Cet 1 

Yogyakarta : Sabil, 2013),  123. 
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hubungan kasih sayang dengan saudara dan kerabat yang masih ada 

hubungan darah (senasab) dengan kita.
47

 

 Silaturrahim dengan silaturahmi memiliki maksud pengertian yang 

sama namun dalam penggunaan bahasa Indonesia istilah silaturahmi 

memiliki pengertian yang lebih luas, karena penggunaan istilah ini tidak 

hanya terbatas pada hubungan kasih sayang antara sesama karib kerabat, 

akan tetapi juga mencakup pengertian masyarakat yang lebih 

luas.
48

Kemudian mengadakan silaturrahim dapat diaplikasikan dengan 

medatangi keluarga atau teman dengan memberikan kebaikan baik berupa 

ucapan atau perbuatan.
49

 

 Inti atau pokok kata silaturahim adalah rasa rahmat dan kasih 

sayang.Menyambung kasih sayang dan menyambung persaudaraan, bisa 

juga diartikan sebagai menyambung tali kekerabatan dan menyambung 

sanak.Hal ini sangat dianjurkan oleh agama untuk keamanan dan 

ketentraman dalam pergaulan kehidupan masyarakat berbangsa dan 

bernegara.
50

 

2. Pentingnya dan Hukum Menyambung Siaturahim 

 Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berinteraksi dengan 

orang lain, dan tidak lagi bahwa manusia sangat membutuhkan orang lain. 

Meskipun seseorang dapat banyak hal sendiri, tetapi banyak hal dalam 

agama yang mengharuskannya berdiri bersama orang lain untuk 

                                                             
 47 Nurlaela Isnawati, Rahasia Sehat dan Panjang Umur dengan Sedekah, Thajud, Baca Al-Qur‟an 
dan Puasa Senin Kamis,  (Yogyakarta : Sabil, 2014),  49. 

 48Fatihuddin, Dahsyatnya Silaturrahmi(Jogjakarta: Delta Prima Press, 2010), 13. 

 49Hussein Bahresi, Hadits Shohih Bukhari-Muslim( Surabaya : Karya Utama, t.th), 140.   

 50Rahmat Syafe‟I, Al-Hadis: Akidah,Akhlak, Sosial dan Hukum(Bandung: Pustaka Setia,2000), 21.  
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menggapai nilai yang lebih besar, misalnya solat. Walaupun seseorang 

bisa melakukannya sendiri, namun ada ketentuan berjamaah dengan orang 

lain yang membuat nilai solat nya jauh lebih tinggi derajatnya.Karena 

pentingnya keberadaan orang lain bagi seseorang, islam tidak mengecilkan 

pola hubungan yang baik antar sesama manusia. Persaudaraan yang 

diliputi rasa cinta kasih,begitu diutamakan dalam islam, meski berbeda 

suku dan bangsa.
51

 Allah Swt berfirman dalam Qur‟an Surat al-hujurat 

ayat 13: 

                           

         : (23)الحجرت 
 “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi 

Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat : 13) 

 Adapun hukum tentang silaturrahim, yaitu dengan membaca ayat-

ayat dan hadits-hadits Nabi saw, kita akan mengetahui dan tidak akan ragu 

bahwasanya Allah telah mewajibkan silaturrahim. Selain itu juga para 

ulama sepakat bahwasanya wajibnya hukum silaturrahim dan orang yang 

memutusukannya berdosa. 

 Jika dilihat dari ragam implikasi silaturrahim, maka para ulama 

memberikan pendapat yang beragam.
52

 

                                                             
 51Muhammad Habibillah, Raih Berkah Harta Dengan Sedekah dan Silaturrahmi, 130-131.  
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a) Abu Jamrah menjelaskan bahwa silaturrahim dapat dilaksanakan 

dengan bantuan harta benda untuk memenuhi kebutuhan, menolak 

bencana (mudharat), memberikan senyum dan mendo‟akan.  

b) Al-Qadhi Iyadl bahwa silaturrahim mempunyai beberapa tingkatan 

yang berbeda. Silaturrahim juga dapat dilaksanakan dengan 

menyampaikan salam. Dengan demikian silaturrahim dapat dilakukan 

secara bervariasi sesuai dengan kemampuan dan perkembangan serta 

situasi dan kondisi yang ada. Sebetulnya silaturrahim tidak sekedar 

datang berkunjung ke rumah tetangga atau saudara untuk meminta 

maaf.
53

 

 Namun silaturrahim adalah sebuah komunkasi tinggi yang 

dilandasi iman kepada Allah, dan tidak ada motif-motif 

tertentu.Silaturrahim yang dilakukannya benar-benar ikhlas karena 

Allah.Sebagaimana sabda Nabi bahwa yang dikatakan dengan 

silaturrahim adalah sebuah komunikasi yang bertujuan untuk 

menyambungkan yang terputus.Dengan silaturrahimakan tersambung 

atau terhubung kembali jalinan tali yang terputus sehingga bisa 

mengetahui kondisi atau keadaan saudaranya, baik dari sisi kesehatan 

atau keadaan ekonominya. Apabila mereka perlu bantuan, makapelaku 

silaturrahim dengan ikhlas akan mengulurkan tangannya untuk 

memberikan bantuan kepada keluarga yang 

membutuhkan..Silaturrahim merupakan intisari dari budaya 
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Islam.Buah dari semua ibadah yang ada di dalam Islam. Shalat, puasa 

dan haji akan membuahkan silaturrahim.Tentu saja apabila dalam 

shalatnya telah menyadarkan dirinya sebagai hamba Allah, puasa yang 

dilakukannya hanya untuk mendapatkan ridha Allah, dan haji yang 

ditunaikannya berorientasi hanya kepada Allah.Namun faktanya dalam 

melakukan silaturrahim masih banyak terjadi ketimpangan, masih ada 

dinding yang membatasi, seperti ada orang kaya tetapi kehadirannya 

tidak membuat saudara atau tetangga kiri kananya yang lapar menjadi 

kenyang.Orang pintar tetapi kehadirannya tidak membuat orang-orang 

di sekitarnya bertambah ilmunya. Dengan demikian keberadaannya 

sama dengan tidak ada, karena kehadirannya (keberadaannya) tidak 

bermakna bagi masyarakat di sekitarnya.Agar kehadiran atau 

keberadaannya bermakna di tengah-tengah masyarakat, maka bagi 

yang kaya dengan rela berderma kepada yang miskin, orang yang 

berilmu dengan tulus mengajarkan ilmunya kepada yang 

bodoh.Seberapa besar makna kehadirannya seseorang harus dibuktikan 

dengan berbuat baik kepada makhluk yang ada di bumi.Oleh karena 

itu, teruslah menabur kebaikan di mana pun kita berada. Kalaupun 

suatu hari kita lupa di mana benih itu ditanam, maka hujan akan 

memberitahu di mana engkau menanamnya. Oleh karena itu, 

lakukanlah kebaikan di mana saja berada, kapan saja untuk bisa 

melakukannya.Dan tentunya dilakukannya untuk makhluk yang ada di 

bumi ini.Meskipun kita tidak tahu, kapan dan di mana bisa memetik 
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buahnya. Kalaupun buah itu tidak sempat dipetik di dunia, maka kita 

pasti akan memetiknya di akhirat. Tetaplah menjadi baik, jika engkau 

beruntung akan menemukan orang yang baik pula. Namun jika engkau 

belum beruntung Insya Allah akan ditemukan oleh orang baik.Dalam 

menabur kebaikan supaya bermakna bagi orang lain dan bermakna 

pula bagi Allah, maka syaratnya harus ikhlas. Amal yang dilakukan 

dengan ikhlas akan memiliki kekuatan untuk terbang ke langit ke 

Hadraturrabbani untuk dinilai Allah. Sebaliknya, bila amal dilandasi 

karena pamprih, maka amal itu akan tetap tinggal di bumi (hanya 

dinilai dan dihargai manusia) maka akan sis-sia.
54

 

 Silaturahmi dipahami tidak sekedar bersentuhan tangan atau 

memohon maaf belaka, ada sesuatu yang lebih hakiki dari itu semua 

yaitu aspek mental dan keluasan hati.Hal ini sesuai dengan asal kata 

silaturahmi itu sendiri, yaitu shilat atau washl, yang berarti 

menyambungkan atau menghimpun dan ar-rahim yang berarti kasih 

sayang.
55

 

3. Larangan memutuskan dan adab-adab dalam silaturrahim 

a. Larangan memutuskan silaturrahim 

 Menjalin silaturrahim antar sesama sangatlah penting dalam 

kehidupan, sehingga Rasulullah saw melarang umatnya memutuskan 
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silaturrahim. Sebab, memutuskan hubungan silaturrahim dapat 

menimbulkan petaka untuk kehidupan manusia. 

 Dalam ajaran islam, antar sesama khususnya antar anggota 

keluarga harus dijaga dengan baik karena keretakan keluarga bisa 

berakibat sangat buruk. Walaupun ada hadist yang menyebutkan 

larangan memutuskan itu sampai tiga hari, bukan berarti adanya 

kebolehan untuk saling bermusuhan selama tiga hari..2Berdasakan 

penjelasan tersebut mengisyaratkanbahwa begitu penting dan mulianya 

menjalin hubungan silaturrahim, karena merupakan amal shalih yang 

penuh berkah, dan memberikan kepada pelakunya kebaikan di dunia 

dan akhirat. Menjadikannya diberkahi di manapun ia berada, Allah 

swt. memberikan berkah kepadanya di setiap kondisi dan 

perbuatannya, baik yang segera maupun yang tertunda.
56

 

 Orang yang memutuskan talisilaturahim maka rahmat Allah tidak 

akansampai padanya dan berarti dia tidak bisamerasakan kasih sayang 

Allah. Hal inisesuai Firman Allah: 

                

                       

    : (1)النساء 
 “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan istrinyadan dari pada keduanya Allah memperkembang 

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah 
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kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling 

meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S. An-

Nisa : 1) 

 Ayat di atas memberikan arahan bagimuslim agar selalu merasa 

diawasi olehAllah Yang Maha Mengawasi. Hal itusesuai penafsiran 

yang disampaikan IbnuKatsir bahwa penyebutan manusia itu dariasal 

penciptaan manusia itu sendiri. Untukitu Allah menyebut bahwa 

asalpenciptaan manusia adalah dari satuayah dan satu ibu, agar 

sebagian merekaberkasih sayang.
57

 

b. Adab-adab silaturrahim 

 Mengingat sangat pentingnya menyambung silaturrahim antar 

sesama manusia, seorang muslim harus mempelajari terlebih dahulu 

adab-adab yang berkaitan dengan silaturrahim diantaranya: 

1) Niat yang baik dan ikhlas 

 Allah swt tidak menerima amal kecuali apabila dilakukan 

dengan ikhlas.Oleh karena itu, wajib bagi siapa saja untuk 

mengikhlaskan niat kepada Allah swt di dalam menyambung tali 

silaturrahim. 

2) Mengharap pahala 

 Hendaknya seorang muslim bersilaturrahim untuk 

menantikan dan mengejar pahala dari Allah Swt. Sebagaimana 

yang telah ia janjikan. Janganlah ia yang bersilaturrahim 
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menunggu balasan dari manusia.Namun hendaklah ia semata-

semata mengharapkan pahala dari Allah swt saja. 

3) Memulai Bersilaturrahimdari yang Terdekat 

 Semakin dekat hubungan rahim maka semakin wajib 

menyambungnya. Dengan demikian, wajib baginya untuk memulai 

silaturrahimdengannya. Tidak masuk akal jika orang yang 

bersilaturrahimdengan anak-anak pamannya sementara ia memutus 

hubungan dengan saudara-saudaranya, Nabi saw. menjelaskan 

bahwa cara bersilaturrahimyang benar dan pergaulan yang baik 

tergantung kepada kedekatan kekerabatan. Semakin dekat 

hubungan kekerabatan maka semakin wajib pula untuk disambung 

serta semakin besar pula haknya untuk dipergauli dengan baik.
58

 

4) Janganlah seseorang bersilaturrahim untuk mendapat balasan 

 Mengharapkan balasan bukanlah hakikat silaturrahim. 

Hakikat silaturrahimadalah seorang manusia menyambung 

rahimnya semata-mata mencari ridha Allah swt. 

 Selain mempelajari adab-adab yang berkaitan dengan silaturrahim, 

 Rasulullah saw.juga memberikan tuntunan sekurang-kurangnya 

dalam dua gambaran tentang persaudaraan dalam Islam, yaitu:Pertama, 

persaudaraan dalam Islam harus seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota 

badan ada yang sakit, maka yang lainharus ikut merasakan sakit. 

Esensinya, persaudaraan harus diwarnai oleh adanya semangat solidaritas. 
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Kepahitan hidup yang dirasakan oleh orang lain turut dirasakan oleh 

saudaranya.Kedua, persaudaraan dalam Islam harus seperti sebuah 

bangunan. Sabda Nabi saw. Antara satu unsur bangunan dengan unsur 

yang lainnya saling memerlukan dan saling melindungi. Esensi tercakup 

sikap ta‟awun, sikap saling tolong, saling menyayangi, dan saling 

tangggung jawab.
59

 

C. Urf Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Urf dalam Hukum Islam 

 Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang 

dapat diterima akal sehat, . sesuatu yang dikenal atau berarti baik. Menurut 

para sahabat,urf dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu 

berulang kali dilakukan manusia. Urf adalah kebiasaan atau adat istiadat 

yang sudah turun temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. Urf 

dimaksud ada yang sesuai dengan ajaran islam, atau tidak bertentangan 

dengan ajaran agama islam disebut dengan adat.
60

 

 Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan 

merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun 

perbuatan. Urf adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh 

masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus mereka jalani, baik hal 

tersebut dilakukan sepanjang masa atau dalam masa tertentu saja. Kata 
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“sesuatu” mencakup sesuatu yang baik, berlaku juga yang bersifat 

perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.
61

 

 Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kataurfdan 

adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang 

sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi 

dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu 

sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan 

sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.
62

 

2. Landasan hukum urf 

 Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar 

Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karya nya fi al-ijtihad ma 

la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan urf 

sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, dan 

selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi‟iyah. 

Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat 

menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun 

dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara 

mazhab-mazhab tersebut, sehingga urf  dimasukkan ke dalam kelompok 

dalil-dalil yang diperselisihkan para ulama.63 Dalam Qur‟an surat al-a‟raf 

ayat 199: 

                                                             
 61Agus Hermanto, Ushul Fiqih (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara, 2017), 50. 
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            : (244)الاعراف 

 “jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”(Al-A‟raf : 

199) 

 Kata al-urf dalam ayat tersebut dipahami oleh ulama ushul fiqih 

sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan 

masyarakat.Dengan demikian maka ayat tersebut dipahami sebagai 

perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga 

telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Selain ayat tersebut, urf dapat 

dijadikan sebagai sumber hukum juga didasarkan pada kenyataan bahwa 

syariat islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau 

tradisi masa lalu. Kedatangan islam bukan menghapuskan tradisi yang 

sudah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui 

dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.
64

 

Allah berfirman dalam Qur‟an Surat Al-Maidah ayat 6: 

                  

                       

                     

                         

                       

  :(244)الما ءدة 

                                                             
 64 Ibid,  168. 
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 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 

mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai 

dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan 

kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu 

sakitatau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) 

atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka 

bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan 

tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi 

Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya 

bagimu, supaya kamu bersyukur”(Q.S Al-Maidah : 6) 

 Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum 

Syara‟ dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal 

ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus 

memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah 

diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, 

disepakati dan ada kemaslahatannya.
65

 

 Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena 

memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil Syara‟ atau 

membatalkan hukum Syara‟. Hukum yang didasarkan pada adat akan 

berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa 

berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal 

perbedaan pendapat ini paraulama fikih berkata: “Perbedaan itu adalah 

pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan”.
66

 

 

 

 

                                                             
 65 Sucipto, “Urf  Sebagai Metodedan Sumber Penemuan Hukum Islam”, ASAS, Vol. 7. No. 1(2015) 

: 30. 

 66Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)(Jakarta: Pustaka Amani), 118-

119. 
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3. Pembagian Urf Menurut Para Ulama Fikih 

a. Dari segi objeknya 

1) Al-urf al-lafdzi, adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan 

lafadz/ ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga 

makna ungkapan itulah yang difahami dan terlintas dalam pikiran 

masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, 

padahal daging itu tidak berarti daging sapi saja, kalau perlu 

memerlukan indikator, maka bukan lagi urf.  

2) Al-urf al-amali, adalah kebiasaan masyarakat yang berkenaan 

dengan perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan adalah 

perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak 

terkait dengan kepentingan orang lain. Urf ini ialah urf  yang 

berupa perbuatan seperti jual beli dalam masyarakat tanpa 

mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara‟, 

shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi 

karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual 

beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan, maka syara‟ membolehkannya. 

b. Dari segi cakupannya 

1) Al-„urf al-amm adalah kebiasaan tertentu yang tidak berlaku secara 

luas diseluruh daerah, misalnya, dalam jual beli mobil, seperti 

kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual, 

tanpa akad sendiri, dan biaya tambahan. 
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2) Al-„urf al-khas, adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu. 

Misalnya di kalangan pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada 

barang yang dibeli dapat dikembalikan, sedangkan untuk cacat 

lainnya pada barang itu, tidak dapat dikembalikan. 

c. Dari segi keabsahan 

1) Al-„urf al-shahih, adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah 

masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau 

hadits), tidak menghalangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula 

membawa mudharat bagi mereka. Misalnya pada masa 

pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak 

calon istri dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. 

2) Al-„urf al-fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-

dalil syara‟, dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara‟. 

Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang yang 

menghalalkan riba, seperti meminjam uang sesame pedagang 

dengan imbalan sekian persen tertentu.
67

 Para ulama sepakat, 

bahwa al-urf al-fasidah tidak dapat menjadi landasan hukum, dan 

kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam 

rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan hukum 

islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang 

ma‟ruf, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan 

                                                             
 67Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta : Amzah, 2014),214  
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dengan ketentuan ajaran islam tersebut, dan menggantikannya 

dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat islam.
68

 

 Dari penjelasan tersebut dapat kita fahami bahwa „urf  yang 

dapat dilakukan adalah „urf shahih (adat kebiasaan yang baik), 

bukan „urf fasid (adat kebiasaan yang rusak). Para ulama sepakat 

bahwa „urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak 

bertentangan dengan hukum islam.  

4. Kedudukan„Urf dalam menetapkan hukum 

 Para ulama yang mengamalkan urf dalam memahami dan 

mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk 

menerima urf  yaitu: 

a. Urf itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat. 

 Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada urfyang 

shahihsehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila 

urfitu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat 

maka urfyang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.
69

 

b. Urftersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan 

lingkungan urfatau dikalangan sebagian besar masyarakat. 

 Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di 

masyarakat. Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam 

melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu 

mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak mengapa jika 

                                                             
 68Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta : Amzah, 2014), 211. 

 69Firdaus, UshulFiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif(Jakarta: 

Zikrul Hakim, 2004), 97. 
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tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, karena 

semua telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari 

penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus 

tertentu.
70

 

c. Urf tidak bertentangan dengan dalil syara‟ yang ada atau bertentangan 

dengan prinsip yang pasti. 

 Syarat ini memperkuat terwujudnya urfyang shahih karena bila 

urfbertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip 

syara‟yang jelas dan pasti, ia termasuk urfyang fasid dan tidak dapat 

diterima sebagai dalilmenetapkan hukum.
71

 

5. Al-„adah Muhakkamah 

a. Pengertian Al-„adah Muhakkamah 

 Secara etimologi, kata al-„adah berarti pengulangan baik berupa 

perkataan atau perbuatan. Al-„adahdiambil dari kata al-„aud(العود) atau 

al-mu‟awadah(المعاودة) yang artinya berulang.
72

 

 Secara terminologi,Al-„Adah adalah sebuah kecenderungan (berupa 

ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus 

pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik 

dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia 

kemudian dinilaisebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. 

                                                             
 70Ibid, 106. 

 71 ibid 

 72A. Dzajuli, Kaidah-kaidah Fiqih(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 79. 
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Aktifitas itu telah mendarahdaging dan hampir menjadi watak 

pelakunya.
73

 

 Para ulama yang membedakan antara „Urf denganAl-adah 

memberikan alasannya sebagaimana berikut ini: 

1) Bahwa Al-adah itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh 

orang banyak maupun individu. Sedangkan „Urf harus dilakukan 

oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan „Urf apabila suatu 

kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu. 

2) Al-adah bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di 

tengah masyarakat, sedangkan „Urf tidak bisa muncul secara alami 

tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman. 

3) Al-adah tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya 

perbuatan yang menjadi Al-adah tersebut, sedangkan „Urf selalu 

memberiakan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi „Urf.
74

 

 Sedangkan ulama yang cenderung menyamakan antara „Urf 

dengan Al-adahberpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip 

antara „Urf dengan Al-adah, karena dua kata itu pengertiannya sama, 

yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi 

dikenaldan diakui orang banyak.Sebaliknya karena perbuatan itu sudah 

dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang 

                                                             
 73Abdul Haq dkk, Formulasi Nalar Fiqh:Telaah Kaidah fiqih Konseptual(Surabaya; Khalista, 

2009), 274  

 74Amir Syaifuddin, Ushul Fiqh, jilid II(Jakarta: Kencana,2011),364. 
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secara berulang-ulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat 

dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.
75

 

b. Ketentuan-Ketentuan al-„Adah Muhakkamah 

 Taksemua Al-„Adahkebiasaan yang bisa dijadikan pijakan 

penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukun (al-„adah 

Muhakkamah), tapi terdapat ketentuan-ketentuan yang harus penuhi, 

yaitu:
76

 

1) Al-adah tidak bertentangan dengan nash syar‟i dalam al-Qur‟an 

atau al-Hadis atau dengan prinsip legislasi yang telah pasti dengan 

pertentangan yang mengakibatkan penafian pemberlakuan semua 

aspek hukum secara keseluruhan (bukan Al-„Urf al-Fasid), seperti 

kebiasaan menyerahkan barang titipan kepada keluarga penitip 

atau budaya mewakafkan barang ber–gerak (al-„Ain al-Manqu>l) 

dan lainnya. 

2) Al-„Adah berlangsung konstan (muttarid) dan berlaku mayoritas 

seperti penyerahan mahar dalam perkawinan dalam bentuk kontan 

atau cicilan dianggap konstan apabila kenyataan tersebut 

berlangsung dalam setiap peristiwa perkawinan di seluruh negeri. 

3) Al-adah terbentuk lebih dahulu dari masa penggunaannya sebagai 

pijakan hukum, syarat ini bisa dinyatakan dalam istilah-istilah yang 

biasa digunakan pada waktu mengadakan transaksi seperti wakaf, 

jual beli, wasiat dan ikatan perkawinan. Seperti istilah “ulama” 

                                                             
 75Amir Syaifuddin, Ushul Fiqh, jilid II(Jakarta: Kencana,2011),364. 
 76Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami. Juz.II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998),846. 
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atau “santri” yang lumrah masa dulu akan berbeda pengertian–nya 

dengan sekarang, sama halnya dengan nash syar‟i yang bisa 

dipahami sesuai setting kehadirannya seperti 

katafisabilillahdimaksudkan dengan kemaslahatan perjuangan dan 

Ibn Sabil dimaksudkan dengan orang yang habis bekal 

perjalanannya, ke–tika ketika tradisi sudah berubah, maka kata 

pertama dimaksudkan dengan orang yang mencari ilmu sedangkan 

yang kedua dimaksudkan dengan anak hilang 

4) Tidak terdapat perkataan atau perbuatan yang berlawanan dengan 

substansi atau yang memalingkan dari Al-„Adah. Contohkasus, jika 

kreditur tidak memberi batasan dalam transaksi hutang 

piutangtentang waktu,tempat dan kadar, maka kebiasaan yang 

berlaku akan mengambil alih dalam masalah tersebut atau dalam 

transaksi jual beli budaya melemparkan uang pembayaran (al-

Thaman) adalah merupakan kesepakatan terjadinya transaksi 

selama belum ada tindakan yang menunjukkan sebaliknya. 

c. Dasar Kaidah al-„adah Muhakkamah sebagai Sandaran (Penetapan) 

Hukum 

1) Al-Qur‟an 

 Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi menyatakan, sangat 

mungkinkaidah al-„adah muhakkamahini diformulasikan sesuai 

dengan muatan pesan yang terkandung dalam al-Qur an surat Al-

Nisa‟ ayat 115  
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                    

           : (224)النساء 
  “Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas 

kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-

orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang 

telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, 

dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”. (Q.S. An-Nisa : 

115). 

 

  Menurut al-Jarhazi, pengarang kitab Mawahib al-Saniyyah 

SharhNazm al-Qawa‟id al-Fiqhiyyah, bahwa Kata sabiladalah 

sinonim dengan kata tariq yang dalam bahasa Indonesia berarti 

jalan. Dengan demikian sabil al-Mu‟minin dalam ayat diatas 

dimaksudkan dengan jalan (etika atau norma) yang dianggap baik 

oleh orang-orang mukmin,serta sudah menjadi budaya sehari-hari 

mereka.
77

 

2) Ijma‟ 

 Diketahui bahwa para imam mahzhab menganggap ijma‟ 

amali(Budaya umum) adalah menjadi landasan kehujjahanal-

„Urfatau al-„adah, dikatakan oleh al-Shaibibahwa tujuan legislasi 

yang utama adalah menciptakan dan menjaga kemaslahatan umum, 

jika demikian menurutnya adalah tidak lain dengan memelihara 

kebiasaan-kebiasaan yangmerealisasikan tujuan kemaslahatan atau 

                                                             
 77Abdul Haq dkk, Formulasi Nalar Fiqh:Telaah Kaidah fiqih Konseptual(Surabaya; Khalista, 

2009), 274.  
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setidaknya dengan mempetahankan kebiasaan yang telah lumrah, 

mereka akan terhindar dari kesulitan.
78

 

3) Qiyas 

 Alasan kehujjahan al-„Adah dari qiyas atau adalah:
79

 

a) Hasil penelitian yang dilakukan ulama, diketahui bahwa 

banyak diantara ketetapan hukum yang menjustifikasi beberapa 

kebiasaan yang ada sebelum Islam, seperti perjanjian al-Salam, 

al-Istisna‟, al-Mudharabah dan jual beli al-„Araya (jual beli 

antara kurma basah yang masih belum dipetik dengan kurma 

kering). 

b) Andai bukan karena keberlangsungan al-„Adah atau al-„Urf 

niscaya tak akan diketahui asal suatu agama, karena agama 

diketahui dengan kenabian, kenabian diketahui dengan 

kemukji–zatan dan dikatakan mukjizat apabila keluar dari 

kebiasaan. 

c) Pada dasarnya penetapan hukum dengan landasan al-Adah atau 

al-„Urf adalah tidak berdiri sendiri akan tetapi merujuk pada 

metodologi pene–tapan hukum yang mu‟tabarah seperti ijma‟. 

Maslahah dan Dhari‟ah disamping banyak ketetapan hukum 

yang berubah karena perbedaan si–tuasi dan kondisi. 
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